






Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Penulis di PT Bank BRI (Persero) Tbk, 
Cabang Merauke, maka dapat diambil kesimpulan upaya bank dalam penyelesaian kredit 
macet dengan jaminan bodong terkait objek hak tanggungan pada perjanjian kredit ritel 
adalah dengan jalan musyawarah dan eksekusi. Pihak bank selalu mengutamakan jalan 
musyawarah, musyawarah tersebut dilakukan dengan debitur. Dimana melalui jalan 
musyawarah tersebut diharapkan akan tercapai mufakat untuk menjual di bawah tangan, 
dengan cara mencari pembeli yang dapat dilakukan oleh pihak bank dan dari pihak debitur 
macet. 
Jika debitur tidak menginginkan menjual objek jaminannya, atau debitur sulit untuk 
diajak bernegosiasi atau dengan kata lain kata mufakat tidak tercapai, maka pihak bank yang 
diwakili bagian KPKNL (pejabat lelang) akan melakukan eksekusi jaminan tersebut. 
Eksekusi dan pelelangan tersebut disertai dengan jaminan yang sudah ditandangani oleh 
debitur diatas materai yang menurut pihak bank sudah memiliki kekuatan hukum yang cukup 
kuat.  
Dengan adanya jaminan pihak Bank BRI Cabang Merauke merasa sudah memiliki 
bukti yang cukup kuat. Sehingga jalan musyawarah dan eksekusi lebih mudah untuk 
dilakukan, karena apabila musyawarah tidak tercapai dan saat eksekusi debitur tidak mau 







Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Pihak Bank BRI cabang Merauke sebaiknya teliti dalam melakukan pengecekan objek 
jaminan kredit agar tidak terjadi jaminan bodong seperti kasus yang di alami oleh pihak 
kreditur seperti saat ini.  
2. Pemerintah mengatur lebih tegas mengenai keberadaan sertifikat agar para pihak baik 
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